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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas analisis penerapan kebijakan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak

Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Sebelumnya pelaksanaan restitusi sangat sulit dilakukan karena tidak

ada mekanisme/prosedur yang jelas. Permasalahan dalam PP ini adalah syarat administratif yang cukup

membebani korban dan keluarganya, tidak adanya ketegasan siapa yang berhak menghitung restitusi, tidak

ada tolak ukur menentukan besaran jumlah restitusi dan tidak ada upaya paksa jika pelaku menolak

membayar restitusi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan mekanisme wawancara, dimana penulis

menganalisa Peraturan Perundang-Undangan yang dikaitkan sejauh mana peraturan tersebut diterapkan dan

berlaku di masyarakat. Hasil penelitian mengungkap Peraturan Perundang-Undangan tidak memiliki

pedoman yang sama terkait mekanisme restitusi. KUHAP menggunakan mekanisme penggabungan perkara

yang hanya terbatas pada kerugian materiil, PP No.3/2002 tidak memuat mekanisme permohonan restitusi

yang diajukan korban, dalam UU LPSK ditemukan adanya ketentuan yang membatasi hak restitusi korban

yang berpengaruh pada pelaksanaan PP No.44/2008, UU No.21/2007 memuat upaya paksa jika pelaku

menolak membayar restitusi dan PP No.43/2017 memuat mekanisme permohonan dan pemberian restitusi,

serta restitusi dapat diajukan mulai tahap penyidikan. Dari segi peraturannya, PP No.43/2017 kurang

memberikan jaminan terkait restitusi bagi anak yang menjadi korban. Faktor yang menjadi kendala dalam

penerapan restitusi bagi anak sebagai korban diantaranya adalah faktor perundang-undangan, faktor

kapasitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum, faktor ketidakaktifan korban, selama tidak ada

permohonan maka restitusi tidak dapat diproses. Kemudian faktor ketidakaktifan lembaga yang mewakili

dan melakukan pendampingan bagi korban.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>	

The thesis discusses the analysis of the implementation of restitution policy for children who become

victims of criminal acts that refers to Government Regulation Number 43 of 2017 about Implementation of

Restitution for Child Victims of Crime. Previously the implementation of restitution is very difficult because

there is no clear mechanism procedure. The problem in this regulation is the existence of administrative

conditions that sufficiently burden the victim and his family, no firmness of who is entitled to calculate

restitution, there is no benchmark determine the amount of restitution and no forced effort if the offender

refused to pay restitution. This study is normative juridical, in which the authors analyze the legislation

which is related to the extent to which the rules are applied and exist in the community. The results of this

study reveal the Laws and Regulations do not have the same guidance related to the mechanism of

restitution. The Criminal Procedure Code KUHAP uses mechanisms for the merger of cases that are limited

to material losses, PP No.3 2002 does not contain the mechanism of the application for restitution submitted
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by victims. In the LPSK Law, there are provisions that restrict the right of victim restitution which affect the

implementation of PP No.44 2008, UU No.21 2007 contains a forced effort if the perpetrator refuses to pay

restitution and PP No.43 2017 contains the mechanism of application and restitution, and restitution can be

submitted from the investigation stage. In terms of regulations, PP No.43 2017 provide less restitution

related guarantees for children who become victims. Factors that become obstacles in the application of

restitution for children as victims include the factors of legislation, factor capacity and coordination between

law enforcement officers, the factor of inactivity of victims, as long as there is no request then restitution

can not be processed. Then the factor of inactivity of the institution that represents and cares for the victim.


